BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.512, 2018 KEMENKEU. Standar Biaya Masukan TA 2018.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 /PMK.02/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 49/PMK.02/2017 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman
Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi
dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang
Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan
Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, telah
ditetapkan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor
49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2018;
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Mengingat

bahwa untuk menindaklanjuti dan mengakomodir
beberapa usulan penyesuaian Standar Biaya Masukan
dari beberapa Kementerian Negara/Lembaga, perlu
dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013
tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya,
dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2013 Nomor 537)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya,
Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 342);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
533);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
49/PMK.02/2017 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I
Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 533), sehingga menjadi
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 April 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LALMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 /PMK.02/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 49/PMK.02/2017 TENTANG STANDAR BIAYA
MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO. URAIAN SATUAN BESARAN
[£3] 2 ©) &
1. |HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

1.1 Kuasa Pengguna Anggaran
a.  MNilai pagu dana s.d. Rpl1G0 juta OB Rp1.046.000
b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OB Rp1.256.000
c. MNilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta OB Rp1.456.000
d. MNilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar OB Rpl.660.000
e. MNilai pagu dema di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar OB Rpl1.976.000
f.  Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB Rp2.280.000
g. MNilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OB Rp2.5%0.000
h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OB Rp3.016.000
i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OB Rp3.420.000
j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OB Rp3.840.000
k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100C miliar OB Rp4.250.000
1. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OB Rp4.776.000
m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp5G0 miliar OB Rp5.260.000
n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OB Rp5.816.000
o. MNilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun OB Rp6.330.000
p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun OB Rp7.370.000

1.2  Pejabat Pembuat Komitmen
a.  MNilai pagu dana s.d. Rpl1G0 juta OB Rpl1.016.000
b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OB Rpl1.216.000
c. MNilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta OB Rpl1.416.000
d. MNilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar OB Rpl.616.000
e. MNilai pagu dema di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar OB Rpl1.916.000C
f.  Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB Rp2.216.000
g. MNilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OB Rp2.520.000
h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OB Rp2.920.000
i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OB Rp3.320.000
j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OB Rp3.720.000
k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100C miliar OB Rp4.136.000
1. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OB Rp4.630.000
m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp5G0 miliar OB Rp5.136.000
n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OB Rp5.640.000
o. MNilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun OB Rp6.146.000
p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun OB Rp7.146.000

1.3 Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintsh Membayar
a.  MNilai pagu dana s.d. Rpl1G0 juta OB Rp40G0.600
b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OB Rp48G.600C
c. MNilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta OB Rp576.600C
d. MNilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar OB Rp6680G.600
e. MNilad pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar OB Rp770.000C
f.  Nila pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB Rp880.COC
g. Nilad pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OB Rp950.000
h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OB Rpl1.250.000
1. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OB Rpl1.520.000
j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OB Rpl.780.000
k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OB Rp2.040.000
1. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OB Rp2.440.000
m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OB Rp2.830.000
n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OB Rp3.230.000
0. Nilad pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun OB Rp3.620.000
p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun OB Rp4.420.000




